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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro 

Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024 

dapat diselesaikan. 

RAK Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024, disusun 

berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan 

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.  RAK ini sebagai 

dokumen yang memberikan arah peta jalan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan program dan kegiatan Biro 

Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024.  Sebagai bentuk 

pertanggung jawaban Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai salah satu 

unit organisasi eselon II dibawah Sekretariat Jenderal, untuk melaksanakan 

dan mencapai kinerja kegiatan dari program Sekretariat Jenderal  dan/atau 

kebijakan Kementerian Kesehatan. 

Demikian RAK Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024 ini, 

semoga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian kinerja 

program dan kebijakan Kementerian Kesehatan. Amien.  

 

Jakarta, 19  Agustus  2020 

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, 

 

 

Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt 

NIP.19670605 199303 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi 

pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, 

pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam 

kelompok negara negara berpenghasilan menengah atas (upper-

middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber 

daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih 

baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka 

menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing. 

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable 

Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan 

Indonesia ke depan. 

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan 

Arahan RPJP Nasional 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, 
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Kementerian Kesehatan menyusun dan menetapkan Renstra 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Renstra yang telah ditetapkan ini, 

dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan  Rencana Aksi 

Kegiatan (RAK) pada setiap Unit Utama dan Satuan Kerja sebagai 

mengampu program pembangunan kesehatan. 

Berpedoman pada  RPJP Nasional 2005-2025, RPJMN 2020-2024 dan 

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,  Biro Perencanaan 

dan Anggaran sebagai salah satu unit organisasi eselon II dibawah 

Sekretariat Jenderal, yang bertanggung jawab kegiatan dari program 

Sekretariat Jenderal  dan/atau kebijakan Kementerian Kesehatan, 

menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024,. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29  Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintah. 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 

Tentang Organisasi Kementerian Negara. 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024. 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 / 

PMK.02/20 17 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja 

Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran 

Kementerian Negara/ Lembaga 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor    Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 

 

C. Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Perencanaan 

dan Anggaran adalah sebagai dokumen yang memberikan arah peta 

jalan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan 

program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-

2024.  

 

D. Sistimatika 

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Perencanaan dan Anggaran disusun 

dengan menggunakan sistimatika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
B. Dasar Hukum 
C. Tujuan 
D. Sistimatika 

 
 
 

BAB II ANALISA SITUASI ORGANISASI 
A. Sejarah Biro Perencanaan dan Anggaran 
B. Tugas Pokok  Fungsi, Organisasi dan 

Struktur Organisasi 
C. Sumberdaya 
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D. Perencanaan Kinerja 2015-2019 
E. Capaian KInerja 2015-2019 
F. Terobosan Yang Telah Dilakukan 

 
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,  

KEMENTERIAN KESEHATAN 
A. Visi dan Misi 
B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 
C. Sasaran Strategis 
D. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 
E. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan 

Kesehatan 
F. Strategi Nasional Pembangunan 

Kesehatan 
G. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 
H. Strategi Kementerian Kesehatan 

 
BAB IV RENCANA AKSI KEGIATAN 

A. Rencana Kegiatan 
B. Kebijakan 
C. Kerangka Kelembagaan 
D. Kerangka Regulasi 
E. Kerangka Pendanaan 

 
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN 

PENGENDALIAN 
A. Pemantauan 
B. Evaluasi 
C. Pengendalian 

 
BAB VI PENUTUP 

 
 Lampiran-lampiran “ 

 
Kerangka Logis RAK 2020-2024 
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BAB II 

ANALISA SITUASI ORGANISASI 

 

Analisis    Situasi     Organisasi     ini     adalah     upaya     untuk 

menggambarkan  keadaan   umum   Biro   Perencanaan    dan  Anggaran   

sebagai  salah satu Unit Eselon  II    Sekretariat  Jenderal Kementerian 

Kesehatan yang melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan dan 

anggaran program. Gambaran analisa situasi organisasi ini dapat diperoleh 

identifikasi potensi masalah dan pemecahan masalah guna optimalitas 

pelaksanaan tugas  dalam pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan 

Anggaran. 

A. Sejarah Biro Perencanaan dan Anggaran 

Sejarah Biro    Perencanaan    dan  Anggaran  dapat dilihat dari 

perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang mencerminkan 

perkembangan pembentukan, tugas pokok dan fungsi Biro 

Perencanaan dan Anggaran, untuk mengakomodasikan perubahan 

lingkungan internal dan eksternal Kementerian Kesehatan. ecara 

berturut-turut sebagai berikut : 

1. Keputusan     Menteri Kesehatan   Nomor :  125/IV/KAB./B.U./1975,      

tentang  Susunan Organisasi  dan Tata  Kerja Departemen  

Kesehatan  RI.  Membentuk Biro Perencanaan     yang   mempunyai  

tugas  mempersiapkan.     mengolah  rencana    dan program   yang  

berhubungan    dengan   kegiatan   rutin  dan  pembangunan   

semua  unsur di    lingkungan      Kementerian     Kesehatan.  Dengan 

susunan organisasi terdiri dari ;   Bagian   Pengumpulan     dan 

Pengolahan    Data;   Bagian Penyusunan    Rencana    dan  

Program  Rutin;     Bagian    Penyusunan    Rencana    dan Program  

Pembangunan;    Bagian   Pengendalian  dan Pelaporan. 

2. Keputusan     Menteri    Kesehatan   RI     Nomor : 

558/MENKES/SK/1984,    tentang  Organisasi   dan Tata  Kerja 
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Departemen  Kesehatan, Biro Perencanaan  dibentuk dengan diberi 

tugas mernpersiapkan    rencana, mengolah,  menelaah  dan  

mengkoordinasikan   perumusan kebijakan    yang  berhubungan    

dengan  kegiatan   rutin   dan   pembangunan     sesuai  dengan      

tugas     pokok    Departemen.  Dengan susunan organisasi yang 

terdiri dari ; Bagian   Penyusunan    Rencana    dan  Program   Rutin    

Baqran    Penyusunan    Rencana dan   Program    Pembangunan;      

Bagian   Evaluasi     dan   Pelaporan;     Bagian   Rencana Umum  

Kesehatan    Bagian    Rencana  Sumber   Daya  Kesehatan. 

3. Keputusan    Menteri     Kesehatan    RI    Nomor :    130   tahun   

2000, tentang   Organisas,     dan   Tata    Kerja   Oepartemen    

Kesehatan.       Biro   Perencanaan rnernpunyai       tugas     

mengkoordinasikan          dan     melaksanakan       kegiatan     

analisis kebijakan,     perencanaan   strateqrs,    penyusunan   

program.   dan  kerja  sama  luar negeri. serta   evaluasi     dan   

pelaporan.     Susunan organisasi    Biro    Perencanaan      terdin     

dari      Bagian    Analisis      Kebijakan;        Bagian Perencanaan   

Strategis    dan  Program    Bagian    Kerjasama   Luar  Negeri;     

dan  Bagian Evaluasi    dan Pelaporan. 

4. Pada  tahun  2001,     Departemen   Kesehatan   berubah   menjadi   

Departemen Kesehatan  dan  Kesejahteraan    Sosial.  Dengan 

Keputusan        Menteri       Kesehatan      dan Kesejahteraan    

Sos1al    RI   Nomor   446  tahun   200,  tentang   Orqanisasi   dan  

Tata  Kerja Departemen    Kesehatan     dan   Kesejahteraan     

Sosial,  terjadi perubahan nama  dan tugas  Biro  Perencanaan    

menjadt    Biro   Perencanaan   dan  Anggaran,     yang  bertugas 

melaksanakan       koordinasi    perencanaan     program.      

pembangunan     kesehatan    dan kesejahteraan    sosial,     kerja   

sama   luar   negeri,    penyusunan    anggaran    rutin,   serta 

evaluasi      dan     penyusunan       laporan. Susunan organisasi    

terdiri    dari ; Bagian Perencanaan     Program    Pembangunan;       

Bagian     Kerjasama    Luar   Negeri,      Bagian Penyusunan    
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Anggaran     Rutin;    Bagian     Evaluasi     dan   Pelaporan:      dan   

Kelompok Jabatan    Funqsional. 

5. Pada tahun yang sama di tahun   2001,     Departemen     Kesehatan    

dan Kesejahteraan   Sosial   diubah   kembali  menjadi    

Departemen   Kesehatan,  Kemudian  terbit  Menteri   Kesehatan   

RI  Nomor :    1277 /MENKES/SK/Xl/2001     tentang Orqanisasi   

dan Tata  Kerja  Departemen   Kesehatan.     Biro  Perencanaan   

dan Anggaran berubah mempunyai     tugas   melaksanakan     

koordinasi    perencanaan    program,     pembangunan kesehatan,     

kerja  sama  luar   negeri,    penyusunan   anggaran   rutin.   serta  

evaluasi    dan penyusunan     laporan.  Pada   Keputusan    Menteri     

Kesehatan    tersebut    tidak    ada perubahan   struktur  organisas,   

Biro   Perencanaan   dan Anggaran. 

6. Pada    tahun    2005    ditetapkan      Peraturan     Menteri    

Kesehatan     RI     Nomor : 1575/MENKES/PER/Xl/2005, tentang     

Orqanisasi     dan    Tata    Kerja    Departemen Kesehatan,     Biro  

Perencanaan    dan   Anggaran    mempunyai     tugas   

melaksanakan      dan mengkoordinasikan      perencanaan    

program   pembangunan    kesehatan   yang  berbasis kinerja  

bidang   kesehatan,.     hubungan   kerja  sama  luar  negeri,,    

penyusunan    anggaran rutin,    serta  evaluasi  dan  pelaporan.      

Susunan organisasi terdiri dari ; Bagian     Perencanaan:        Baqran      

Penyusunan     Anggaran      Bagian    Kerjasama     Luar Negeri;    

Bagian   Evatuasi      dan Pelaporan;      dan  Kelompok    Jabatan   

Fungsional. 

7. Pada tahun 2009, berdasarkan     Peraturan   Presiden    Nomor  47 

tahun  2009  tentang   Pembentukan dan   Organisasi     

Kementerian     Negara,  Departemen     Kesehatan     berubah 

meniadi   Kementerian    Kesehatan. Berpedoman pada Peraturan   

Presiden    ini ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan, dengan Peraturan Menteri Kesehatan Menteri 
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Kesehatan   RI  No   1144/MENKES/PERN/lll/2010         tentang  

Organisasi    dan Tata  Kerja Kementerian     Kesehatan. 

8. Pada tahun 2015 ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dibentuk Biro 

Perencanaan dan Anggaran.  

 

B. Tugas Pokok  Fungsi, Organisasi dan Struktur Organisasi 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan. Biro Perencanaan dan Anggaran 

mempunyai tugas mengoordinasikan, merencanakan, memantau, 

mengevaluasi, dan melaporkan rencana program, kegiatan, dan 

anggaran serta pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja, program 

transfer daerah, dan standar pelayanan minimal serta urusan 

ketatausahaan Biro. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan 

program transfer daerah; 

2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, 

program dan anggaran pendapatan dan belanja negara; 

3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi 

pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

stándar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan 
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4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas 4 

(empat) Bagian  yaitu : 1) Bagian Perencanaan Strategis dan Program; 

2) Bagian APBN I; 3) Bagian APBN II; 4) Bagian APBN III; dan 

Kelompok Jabatan Fungsional.  

 

C. Sumberdaya 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan 

Anggaran untuk mencapai target kinerja yang ditentukan, didukung 

dengan berbagai sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia, 

Anggaran dan sarana prasarana.  

 

1. Sumberdaya Manusia 

Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Anggaran yang tercatat di 

dalam database kepegawaian hingga 31 Desember 2019 adalah 

sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang dengan Kondisi Pegawai 

berdasarkan Pendidikan sebagai berikut : 

No Pendidikan Jumlah 

1. Sekolah Menengah Atas 5 

2. SMEA 1 

3. D.III Kesehatan Lingkungan 1 

4. D.III Analis Kesehatan 1 

5. D.III Kesehatan Gizi 1 

6. D.III Teknik Informatika 1 

7. D.III Teknik Komputer Informatika 1 

8. D.III Akuntansi 2 

9. S.1 Psikologi 1 

10. S.1 Keperawatan 1 
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No Pendidikan Jumlah 

11. S.1 Kesehatan Masyarakat 13 

12. S.1 Gizi 1 

13. S.1 Teknik Informatika 1 

14. S.1 Sosial Politik 1 

15. S.1 Ekonomi Manajemen 1 

16. S.1 Ekonomi 1 

17. S.1 Ekonomi Manajemen Keuangan 2 

18. S.1 Ekonomi Akutansi 2 

19. S.1 Statistik 1 

20. S.1 Administrasi 1 

21. S.1 Administrasi Negara 1 

22. S.1 Administrasi Publik 1 

23. Dokter Umum 2 

24. S.2 Kesehatan Masyarakat 9 

25. S.2 Magister Administrasi Rumah Sakit 1 

26. S.2 Magister Epidemiologi 1 

27 S.2 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 1 

28. S.2 Magister Biostatistik 1 

29. S.2 Magister Ekonomi Kesehatan 1 

30. MPH 3 

31. S.2 Magister Ilmu Kesehatan 1 

32. S.2 Magister of Public Health 5 

33. S.2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 1 

34. S.2 Ekonomi 1 
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No Pendidikan Jumlah 

35. 
S.2 Magister Ekonomi Pembangunan & 

Perencanaan 
1 

36. S.2 Mgister Manajemen 2 

37. S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik 1 

38. S.2 Manajemen Keuangan 1 

39. S.2 Manajemen SDM 1 

40. S.2 Public Administration 1 

Total 75 

 

2. Sumberdaya Anggaran 

Tahun 
Anggaran 

Pagu 
Rp 

Realisasi 
Rp 

% 

2015    

2016 54.465.370.000 46.562.405.480 85 

2017 32.363.442.000 31.784.509.539 98 

2018 82.005.170.000 69.291.767.815 84 

2019 84.962.166.000 69.604.862.635 82 

 

D. Perencanaan Kinerja 2015-2019 

Perencanaan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2014-

2019 berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/MENKES/52/2015, tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Tahun 2015-2019. 

Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 tidak 

terdapat visi dan misi Kementerian Kesehatan, namun mengikuti visi 

dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu : “Terwujudnya Indonesia 

yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong-royong”. 

 

Upaya untuk mewujudkan visi ini, dicapai dengan melalui 7 misi 

pembangunan  yaitu :  
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1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga 

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan 

demokratis berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat 

jati diri sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju 

dan sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam 

kebudayaan. 

a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui 

Pemberdayaan Masyarakat, Termasuk Swasta Dan 

Masyarakat Madani; 

b. Melindungi Kesehatan Masyarakat Dengan Menjamin 

Tersedianya Upaya Kesehatan Yang Paripurna, Merata, 

Bermutu Dan Berkeadilan; 

c. Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumberdaya 

Kesehatan; dan 

d. Menciptakan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik. 

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam 

tercapainya seluruh Visi Nawa Cita terutama dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat manusia Indonesia melalui program 

Indonesia Sehat dengan tiga pilar yaitu  

1. Penerapan Paradigma Sehat; 

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan; 

3. Jaminan Kesehatan Nasional.  
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Program Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah 

Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat 

kesehatan dan status gizi masyarakat, melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan 

finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.  

Salah satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya 

kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pelaksanaan upaya 

kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat akan memerlukan ketersediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan, dalam arti 

pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah 

sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh layanan kesehatan berkualitas. 

Sesuai tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Anggaran 

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan 

anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam mendukung 

pembangunan kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, 

yang dijabarkan kedalam program-program pembangunan kesehatan 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dibidang 

kesehatan. 

Salah satu programnya adalah “Program Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Program ini dilaksanakan oleh 

Sekretariat Jenderal Kementerian kesehatan dengan sasarannya 

adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan dengan 

Indikator pencapaian sasaran strategis yaitu : 
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Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program 

pembangunan kesehatan sebagai berikut : 

1. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran 

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber. 

2. Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi 

pembangunan kesehatan yang berkualitas. 

3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. 

Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi diatas maka tujuan kegiatan 

Biro Perencanaan dan Anggaran adalah melaksanakan koordinasi dan 

penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan secara khusus bertujuan terselenggaranya: 

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan 

program transfer daerah; 

2. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, 

program, dan anggaran pendapatan dan belanja Negara; 

3. Penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi 

pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan  

4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

 

Sasaran strategis Biro Perencanaan dan Anggaran yaitu ;  

Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program 

pembangunan kesehatan, sasaran 2015-2019 sebagai berikut : 

1. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggran 

kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber; 

2. Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasi 

pembangunan kesehatan yang berkualitas;  

3. Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu. 
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Perencanaan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran 2015-2019 

sebagaimna tabel berikut : 
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Tabel 1 
Matriks Target Kinerja Renstra Kemenkes 2015-2019 

Biro Perencanaan dan Anggaran 
 

No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Cara 
Perhitungan 

Baseline 
(2019) 

Target Unit 
Organisasi 
Pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 PROGRAM 
DUKUNGAN  
MANAJEMEMEN 
DAN 
PELAKSANAAN 
TUGAS TEKNIS 
LAINNYA 

Meningkatnya 
koordinasi 
pelaksanaan 
tugas, 
pembinaan 
dan 
pemberian 
dukungan 
manajemen 
Kementerian 
Kesehatan 

1 Jumlah 
kebijakan 
publik yang 
berwawasan 
kesehatan 
 

  3 3 3 3 3 Sekretariat 
Jenderal 

2 Persentase 
harmonisasi 
dukungan 
Manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya 
 

Jumlah 
capaian 
kinerja 
Pusat/Biro 
dibagi dengan 
total 
Pusat/Biro 

 90% 92% 94% 96% 98% 

 Perencanaan dan 
Penganggaran 
Program 
Pembangunan 
Kesehatan 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
program 
pembangunan 
kesehatan 

1 Jumlah 
Provinsi yang 
memiliki 
rencana lima 
tahun dan 
anggaran 
kesehatan 
terintegrasi 
dari berbagai 
sumber 

Provinsi yang 
memiliki 
rencana lima 
tahun dan 
anggaran 
kesehatan 
terintegrasi 
dari berbagai 
sumber 

 9 16 25 30 34 Biro 
Perencanaan 

dan 
Anggaran 
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No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Cara 
Perhitungan 

Baseline 
(2019) 

Target Unit 
Organisasi 
Pelaksana 

2015 2016 2017 2018 2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 

   2 Jumlah 
dokumen 
kebijakan 
perencanaan, 
anggaran dan 
evaluasi 
pembangunan 
kesehatan 
yang 
berkualitas 
 

Dokumen-
dokumen 
dikelompokkan 
berdasarkan 
tugas dan 
fungsi unit 
kerja 

24 25 25 25 26 26 

   3 Jumlah 
rekomendasi 
monitoring 
dan evaluasi 
terpadu 
 

Rekomendasi 
monitoring dan 
evaluasi 
terpadu yang 
dihasilkan 
 

 34 34 34 34 34 
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E. Capaian KInerja 2015-2019. 

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran 2014-2019 diperoleh 

melalui pengukuran kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan 

realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap  

indikator.  Pengukuran   kinerja   ini menghasilkan informasi tentang 

sejauh mana realisasi atau capaian  kinerja yang dilakukan oleh Biro 

Perencanaan dan Anggaran dalam kurun waktu 2015-2019 dan 

dinamika karakteristik masing-masing indikator yang dipergunakan 

untuk menentukan tindaklanjut perencanaan selanjutnya, guna 

terwujudnya optimalitas pelaksanaan program/kegiatan  di   masa  yang  

akan  datang. 

 

Pengukuran kinerja    berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan 

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja  lnstansi  Pemerintah dan 

peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/MENKES/PER/Xll/2011, 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. 

Capaian KInerja Biro Perencanaan dan Anggaran 2014-2019 

sebagaimana tabel berikut  : 
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Tabel 2 
Capaian Kinerja Renstra Kemenkes 2015-2019 

Biro Perencanaan dan Anggaran 
 

Sasaran Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
program 
pembangunan 
kesehatan 

1 Jumlah 
Provinsi yang 
memiliki 
rencana lima 
tahun dan 
anggaran 
kesehatan 
terintegrasi 
dari berbagai 
sumber 

9 9 
(100%) 

16 16 
(100%) 

25 25 
(100%) 

30 30 
(100%) 

34 34 
(100%) 

 2 Jumlah 
dokumen 
kebijakan 
perencanaan, 
anggaran dan 
evaluasi 
pembangunan 
kesehatan 
yang 
berkualitas 

25 25 
(100%) 

25 25 
(100%) 

25 25 
(100%) 

26 26 
(100%) 

26 26 
(100%) 

 3 Jumlah 
rekomendasi 
monitoring 
dan evaluasi 
terpadu 

34 34 
(100%) 

34 34 
(100%) 

34 34 
(100%) 

34 34 
(100%) 

34 34 
(100%) 
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Tabel tersebut diatas memberikan gambaran bahwa, dari tiga indikator 

yang ditetapkan untuk dicapai oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, 

yang tercapai seluruhnya adalah indikator pertama dan indikator kedua. 

Serta indikator yang ketiga telah tercapai seluruhnya sebanyak 34 

laporan monitoring dan evaluasi terpadu.  

 

F. Terobosan Yang Telah Dilakukan. 

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2015-2019 Biro Perencanaan 

dan Anggaran sebagai berikut: 

1. Penambahan Menu Ruang publik pada aplikasi E-Renggar sebagai 

sarana publikasi hasil survey kepuasan pelayanan di Biro 

Perencanaan dan Anggaran. 

 
Gambar 1 

Menu Ruang Publik pada Aplikasi E-Renggar 
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2. Mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari 

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan  

 
Gambar 2 

Piagam WBK Biro Perencanaan dan Anggaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Meningkatkan kompetensi tenaga dengan melakukan diklat jabatan 

fungsional perencana (JFP) maupun melalui In Passing perencana agar 

perencanaan pembangunan kesehatan semakin terintegrasi 

perencanaan (integrated planning)  

4. Memfasilitasi sistem monitoring capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang terintegrasi di lingkungan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia melalui aplikasi E-Performance  
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS,  

KEMENTERIAN KESEHATAN 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan 

bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan 

pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar 

upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya 

yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu 

disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. 

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan 

manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level 

pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam 

kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang 

tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa 

mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu 

anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, 

maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus memertimbangkan 

kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (health in all policies). 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem 

Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan 

administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh 

kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan 

berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan 

yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar 
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pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan 

beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan 

kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi 

setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya 

dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan 

penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir 

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. 

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga 

merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting 

dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia 

akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara 

berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang 

memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan 

publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan 

RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 

khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan: 

1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan 

dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap 

ancaman kesehatan global; 

2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan 

dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga 

jaminan sosial yang lebihmenyeluruh.  
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3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta 

proses tumbuh  kembang  yang  optimal,  yang  ditandai  dengan 

meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life 

Expectancy (HALE). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap 

kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang 

bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang 

akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja 

Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan 

melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top- 

down), dan bawah-atas (bottom-up). 

 

A. Visi dan Misi 
 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia 

yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang 

makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh 

perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah 

didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin 

kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang 

tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum. 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan 

makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana 

tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-
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2024: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, 

MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN, BERLANDASKAN GOTONG 

ROYONG”. 

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian 

Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan guna 

menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. 

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar 

Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, 

dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi 

sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, 

dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup 

tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, 

pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan 

pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan 

pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan 

peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup 

revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan 

pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan 

budaya literasi, inovasi dan kreativitas. 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 

derajat kesehatan   masyarakat   yang   setinggi-tingginya,   sebagai   

investasi   bagI pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral 

sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek 

pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human 

capital).  Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup 

parameter: 

1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 

5 tahun (probability of survival to age 5), 
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2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes 

terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test 

scores), dan 

3) Kesehatan, diukur dari survival rate usia 15 – 60 tahun dan proporsi 

anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami stunting. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya 

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, 

Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi 

Presiden 2020-2024, yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya 

Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan  Sistem  Hukum  yang  Bebas  Korupsi,  Bermartabat,  dan 

Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman 

pada Seluruh Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk 

penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

(khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan 

telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 

Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi 

(infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur 

keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga 

sekaligus mengukur   pencapaian   indeks   modal   manusia.   
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Pemerintah   telah menetapkan penurunan angka kematian ibu 

sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah 

strategis, efektif dan efisien. 

2. Menurunkan angka stunting pada balita 

Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter 

pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka 

kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan 

penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan 

langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. 

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional 

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan 

kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki 

keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. 

Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah 

mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, 

Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu 

dan kendali biaya (cost containment). 

4. Meningkatkan  kemandirian  dan  penggunaan  produk  farmasi  dan  

alat kesehatan dalam negeri. 

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, 

pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku 

obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar 

produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus 

melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan 

obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri. 

B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 
 

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-

2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni: 

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus 

hidup 
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2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif 

 
 

C. Sasaran  Strategis 
 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 

tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut: 

 

No Tujuan Strategis No Sasaran Strategis 

1 Peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat melalui pendekatan 
siklus hidup 

1 Meningkatnya  kesehatan  
ibu,  anak dan gizi 
masyarakat 

2 Penguatan pelayanan 

 

kesehatan dasar dan rujukan 

2 Meningkatnya 
ketersediaan dan mutu 

 

fasyankes dasar dan 
rujukan 

3 Peningkatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit dan 
pengelolaan kedaruratan 
kesehatan masyarakat 

3 Meningkatnya      
pencegahan      dan  
pengendalian penyakit 
serta pengelolaan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat 

4 Peningkatan sumber daya 
kesehatan 

4 Meningkatnya akses, 
kemandirian dan 

 

mutu kefarmasian dan alat 
kesehatan 

5 Meningkatnya     
pemenuhan     SDM 
Kesehatan   dan   
kompetensi   sesuai 
standar 

6 Terjaminnya pembiayaan 
kesehatan 

5 Peningkatan tata kelola 
pemerintahan yang baik, bersih dan 
inovatif 

7 Meningatnya  sinergisme  
pusat  dan  daerah serta 
meningkatnya tata kelola 
pemerintahan yang baik 
dan bersih 
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No Tujuan Strategis No Sasaran Strategis 

  8 Meningkatnya efektivitas 
pengelolaan litbangkes 
dan sistem informasi 
kesehatan untuk 
pengambilan keputusan 

 

D. Arah Kebijakan dan Strategi Masional 
 

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang 

Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila 

penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,  memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil 

dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. 

 

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh 

meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, 

menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi 

pada balita. 

 

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran 

pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 

 
Tabel 
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Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung 
Jawab Kementerian Kesehatan 

 

Indiiktor Status Awal Target 2024 

1. Angka kematian ibu 
(per 100.000 kelahiran 
hidup) 
 

2. Angka kematian bayi (per 
1000 kelahiran hidup) 

 
3. Prevalensi stunting (pendek 

dan sangat pendek) pada 
balita (%) 

 

4. Prevalensi wasting (kurus 
dan sangat kurus) pada 
balita (%) 

 

5. Insidensi HIV (per 1000 
penduduk yang tidak 
terinfeksi HIV) 

 

6. Insidensi tuberkulosis (per 
100.000 penduduk) 

 

7. Eliminasi malaria 
(kabupaten/kota) 

 

 

 

8. Persentase merokok 
penduduk usia 10-18 tahun 
(%) 

 

9. Prevalensi obesitas pada 
penduduk umur >18 tahun 
(%) 

 

10. Persentase imunisasi dasar 
lengkap pada anak usia 12-
23 bulan (%) 

 

11. Persentase fasilitas 
kesehatan tingkat pertama 
terakreditasi (%) 

305 (SUPAS 
2015) 

 
 

24 (SDKI 2017) 
 
 

27,7 (SSGBI 
2019) 

 
 

10,2 (Riskesdas 
2018) 

 
 

0,24 (Kemkes, 
2018) 

 

 
319 

(Global TB Report 
2017) 

 
285 (Kemkes, 

2018) 
 
 
 

9,1 (Riskesdas 
2018) 

 
 

21,8 (Riskesdas 
2018) 

 

 
57,9 (Riskesdas 

2018) 
 
 

 
40 (Kemkes, 

2018) 
 

183 
 
 
 

16 
 
 

14% 
 
 
 

7 
 
 
 

0,18 
 
 
 
 

190 
 
 

405 
 
 
 
 

8,7 
 
 
 

21,8 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
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Indiiktor Status Awal Target 2024 

 

12. Persentase rumah sakit 
terakreditasi 

 

13. Persentase puskesmas 
dengan jenis tenaga 
kesehatan sesuai standar 
(%) 

 

14. Persentase puskesmas 
tanpa dokter (%) 

 

15. Persentase puskesmas 
dengan ketersediaan obat 
esensial (%) 

 

63 (Kemkes, 
2018) 

 
 

23 (Kemkes, 
2018) 

 

 

12 (Kemkes, 
2019) 

 
86 (Kemkes, 2018) 

 
100 

 
 
 

83 
 
 
 

0 
 
 

96 

 
 

E. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan 
 
Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, 

arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan 

pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan 

penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan 

mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh 

inovasi dan pemanfaatan teknologi. 

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu 

peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan 

perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan 

permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian 

penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan 

penguatan sistem kesehatan. 

 
 
F. Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan 

 
1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 

2. Percepatan  perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan 

penanggulangan permasalahan gizi ganda 

3. Peningkatan pengendalian penyakit 
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4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat 

5. Penguatan Sistem Kesehatan 

 
 
G. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 
 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary 

health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, 

didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah 

kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 

1. Penguatan     pelayanan     kesehatan     primer     dengan 

mengutamakan UKM   tanpa   meninggalkan   UKP,   serta 

mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta. 

2. Pelayanan   kesehatan   menggunakan   pendekatan   siklus hidup, 

mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia 

produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan 

preventif. 

3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral  

(pembudayaan  GERMAS),  guna pencegahan dan pengendalian 

penyakit. 

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi 

responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat   

yang   setinggi-tingginya   dengan didukung inovasi teknologi. 

5. Peningkatan  sinergisme  lintas  sektor,  pusat  dan  daerah, untuk 

menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program 

prioritas, termasuk integrasi lintas program. 
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Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan 

sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran  

Strategis  Renstra  Kementerian Kesehatan 2020 -2024. 

 
 

H. Strategi Kementerian Kesehatan 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang 

dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan 

pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut 

adalah: 

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. 

2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes  dasar dan rujukan 

3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat 

kesehatan 

5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai 

standar 

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan 

7. Meningkatnya    sinergisme    pusat    dan    daerah    serta meningkatnya 

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan  

sinergisme  pusat  dan  daerah  serta meningkatnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih 

8. Meningkatnya    efektivitas    pengelolaan    penelitian    dan 

pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk 

pengambilan keputusan. 
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BAB IV 

RENCANA AKSI KEGIATAN 

 

Biro   Perencanaan    dan  Anggaran   sebagai  salah satu Unit Eselon  II    

Sekretariat  Jenderal Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas 

Program Dukungan Manajemen, untuk menjamin tercapainya Tujuan 

Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, yang 

ditetapkan dalam Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran 

Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 

2020-2024. 

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah 

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Dengan Indikator 

pencapaian sasaran adalah :  

1. Indeks reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 80,58. 

2. Dukungan Pusat dalam Penguatan Manajemen Bidang Kesehatan 

sebanyak 10. 

3. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam 

penyelenggaraan SPM bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota sebesar 

100%. 

4. Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD 

yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 

100%. 
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Matrik Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 
Renstra Kemenkes 2020-2024 

 

Program/ Kegiatan Sasaran Program 
 

Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

PROGRAM DUKUNGAN 
MANAJEMEN PADA 
SEKRETARIAT JENDERAL 

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan pemberian dukungan 
manajemen Kementerian Kesehatan 

     

 1 Indeks reformasi Birokrasi Kementerian 
Kesehatan 

78,06 78,69 79,32 79,95 80,58 

 2 Dukungan Pusat dalam Penguatan 
Manajemen Bidang Kesehatan 

2 2 2 2 2 

 3 Persentase provinsi yang mendapatkan 
penguatan dalam penyelenggaraan SPM 
bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota 

20 40 60 80 100 

 4 Persentase Provinsi dengan anggaran 
kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai 
dengan prioritas nasional di bidang 
kesehatan 

20 40 60 80 100 
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A. Rencana Kegiatan 

 

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan 

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan. 

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dan 

penganggaran program pembangunan kesehatan. Dengan Indikator 

pencapaian sasaran tersebut adalah : 

1. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95. 

2. Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam 

penyelenggaraan SPM bidang Kesehatan Prov dan Kab/Kota sebesar 

100% 

3. Persentase Provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD 

yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 

100%. 

Untuk mencapai sasaran kegiatan Perencanaan dan Penganggaran 

Program Pembangunan Kesehatan. Ditetapkan rencana kegiatan sebagai 

berikut : 
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Matrik Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran 

Program Pembangunan Kesehatan 
Renstra Kemenkes 2020-2024 

 

Sasaran 1 
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan Dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian 
Kesehatan 
 

Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

Nilai kinerja 
penganggaran 
Kementerian 
Kesehatan 

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang 
diperoleh melalui perhitungan kinerja 
menggunakan aplikasi SMART Kementerian 
Keuangan yang diformulasikan dari : 
1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan 

realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD 
dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang 
ditargetkan di dalam RKA KL  secara tahunan 

2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan 
pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), 
Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja 
Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis 
(ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan 
RENSTRA K/L secara tahunan 

Nilai agregat dari nilai 
aspek implementasi 
(terdiri nilai realisasi, 
konsistensi, efisiensi, 
pencapaian keluaran 
dan kesesuaian RPK-
RPD), aspek manfaat 
dan aspek konteks 
menggunakan aplikasi  
SMART Kemenkeu 
 

85 88 90 93 95 
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Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

3. Aspek Konteks yang memperhitungkan 
relevansi, kejelasan, keterukuran informasi 
kinerja dengan dinamika masalah yang coba 
dipecahkan melalui intervensi program 
 

 

Kegiatan  untuk mencapai Sasaran 1 : 

 

No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

1 Penyusunan Rencana 
Strategis 2025-2029 
 

Renstra Kementerian 
Kesehatan 2025-
2029 
 

Dokumen Laporan 
penyusunan dan dokumen 
Renstra Kementerian 
Kesehatan 2025-2029  

1. SMART DJA 
2. e-Renggar 
3. e-Monev 

Bappenas 

 

2 Penyusunan Rencana 
Kerja Kementerian 
Kesehatan 
 

Rencana Kerja 
Kementerian 
Kesehatan  
 

Dokumen Laporan 
penyusunan dan dokumen 
Rencana Kerja Kementerian 
Kesehatan  tahun berjalan 
 

  

3 Penyusunan RKA 
Kementerian Kesehatan  
 

Rencana Kerja 
Anggaran 

Dokumen Laporan 
penyusunan dan dokumen 
Rencana Kerja Anggaran 
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No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

Kementerian 
Kesehatan 
 

Kementerian Kesehatan 
tahun berjalan 

4 Monitoring dan evaluasi 
secara periodik 
pelaksanaan 
perencanaan program 
dan anggaran 
Kementerian Kesehatan 

Hasil monitoring dan 
evaluasi 
 

Dokumen laporan 
pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi secara periodik 
 

  

Hasil Penilaian E-
Monitoring dan 
evaluasi Bappenas  
 

Dokumen laporan  Hasil 
Penilaian E-Monitoring dan 
evaluasi Bappenas  secara 
periodik 
 

  

Hasil penilaian 
pelaksanaan program 
prioritas  
 

Dokumen laporan penilaian 
pelaksanaan program prioritas  

  

Hasil Monitoirng dan 
evaluasi Kantor Staf 
Presiden (KSP).  
 

Dokumen laporan monitoring 
dan evaluasi Kantor Staf 
Presiden (KSP). 

  

5 Evaluasi Midterm dan 
Endterm Reviu Renstra 
Kementerian Kesehatan 
 

Hasil midterm reviu 
Renstra Kementerian 
Kesehatan 2020-
2024 

Dokumen Laporan evaluasi 
dan dokumen midterm reviu 
Renstra Kementerian 
Kesehatan 2020-2024 
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No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

Hasil  Endterm reviu 
Renstra Kementerian 
Kesehatan 2020-2024 

Dokumen Laporan evaluasi 
dan dokumen Endterm reviu 
Renstra Kementerian 
Kesehatan 2020-2024 
 

  

6 Pengendalian Tata 
Kelola Organisasi, 
Manajemen Risiko dan 
Intern 

Hasil pemantauan 
dan evaluasi tata 
kelola organisasi 

Dokumen Laporan hasil 
pemantauan dan evaluasi tata 
kelola organisasi 

  

  Hasil pemantauan 
dan evaluasi 
reformasi 
Birokrasi/WBK/WBBM 

Dokumen Laporan evaluasi 
pemantauan dan evaluasi 
reformasi 
Birokrasi/WBK/WBBM 

  

  Hasil pemantauan 
dan evaluasi 
Manajemen Risiko 

Dokumen Laporan evaluasi 
pemantauan dan evaluasi 
Manajemen Risiko 

  

  Hasil pemantauan 
dan evaluasi 
pengendalian intern 

Dokumen Laporan evaluasi 
pemantauan dan evaluasi 
pengendalian intern 

  

7 Pengelolaan sistem 
akuntabilitas kinerja 
Kementerian 

Hasil penyusunan 
lembar/dokumen 
perjanjian kinerja 
dengan 
menggunakan 
indiktaor kinerja 

Dokumen Laporan hasil 
penyusunan lembar/dokumen 
perjanjian kinerja dengan 
menggunakan indiktaor 
kinerja 
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No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

  Hasil Pengukuran 
kinerja tahun berjalan 
sampai dengan 
sasaran target kinerja 
5 tahunan 

Dokumen Laporan hasil 
Pengukuran kinerja tahun 
berjalan sampai dengan 
sasaran target kinerja 5 
tahunan 

  

  Hasil Pengelolaan 
data kinerja dengan 
cara mencatat, 
emngolah dan 
melaporkan data 
kinerja 

Dokumen Laporan hasil 
Pengelolaan data kinerja 
dengan cara mencatat, 
emngolah dan melaporkan 
data kinerja 

  

  Hasil Pelaporan 
kinerja interim dan 
laporan kinerja 
tahunan 

Dokumen Laporan hasil 
Pelaporan kinerja interim dan 
laporan kinerja tahunan 

  

  Hasil pelaksanaan 
reviu dan evaluasi 
kinerja dengan APIP  

Dokumen Laporan hasil 
pelaksanaan reviu dan 
evaluasi kinerja dengan APIP  
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Sasaran 2 

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 

 

Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

Persentase 
Provinsi yang 
mendapatkan 
penguatan dalam 
penyelenggaraan 
SPM Bidang 
Kesehatan Prov 
dan Kab/Kota 

1. Jumlah Provinsi yang mendapatkan 
pendampingan, pembinaan dan pengawasan 
dalam  pelaksanaan  penerapan SPM Bidang 
Kesehatan Provinsi. Penguatan terwujud dalam 
bentuk provinsi mampu melakukan perencanaan 
kegiatan dalam rangka pelaskanaan penerapan 
SPM Provinsi (2 jenis layanan) yang terintegrasi 
dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran daerah Provinsi (RPJMD, RKPD, 
Renstra, Renja, RKA Dinas Kesehatan Provinsi 
(pembiayaan APBD Provinsi). 
 

2. Provinsi  melaporkan pelaksanaan penerapan 
standar pelayanan minimal Provinsi paling 
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir (berupa hasil, kendala dan 
ketersediaan anggaran). 

 
 

1. Jumlah Provinsi 
yang mendapatkan 
penguatan dalam 
penyelenggaraan 
SPM Bidang 
Kesehatan Provinsi 
dibagi 34 Provinsi 
dikalikan 100% 

 
2. Jumlah Provinsi 

yang telah 
melaksanakan 
pembinaan dan 
pengawasan 
penyelenggaraan 
SPM Bidang 
Kesehatan  Kab/Kota 
dibagi 34 Provinsi 
dikalikan 100% 

 

20 40 60 80 100 
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Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

3. Provinsi melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan  penerapan SPM 
Bidang Kesehatan Kab/Kota  

 

 

 

Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2 : 

 

No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

1 Pembinaan, 
pengawasan dan 
pendampingan 
penguatan penerapan 
SPM Provinsi Bidang 
Kesehatan  
 

Provinsi yang telah 
menganggarkan 
kegiatan untuk 
penerapan SPM 
Bidang Kesehatan  
 

Dokumen Laporan 
Pembinaan, pengawasan dan 
pendampingan penguatan  
penerapan SPM Provinsi 
Bidang Kesehatan  
 

Sistim Informasi 
Pemerintah Daerah 
(SIPD) 

 

 

Provinsi yang 
melaksanakan 
pembinaan dan 
pengawasan 
penerapan SPM 

Dokumen Laporan penilaian 
Provinsi yang melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan 
penerapan SPM Bidang 
Kesehatan Kab/Kota  
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No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara Pengumpulan 
Data 

Penanggung 
Jawab 

Bidang Kesehatan 
Kab/Kota  
 

2 Sekretariat bersama 
pembinaan dan 
pengawasan SPM 
Bidang Kesehatan 
 

Terbentuknya 
Sekretariat bersama 
SPM Kemenkes 
(menetapkan 
perencanaan dan 
melaksanakan 
program kerja 
pembinaan dan 
pengawasan 
pelaksanaan SPM 
Kementerian 
Kesehatan) 
 

Dokumen Laporan 
pelaksanaan program kerja 
Sekretariat bersama dalam 
pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan SPM 
Kementerian Kesehatan 
 

  

3 Mengikuti dan berperan 
aktif pada Rapat 
koordinasi teknis 
Sekretariat bersama 
pembinaan dan 
pengawasan SPM 
Kementerian Dalam 
Negeri 
 

Rekomendasi 
pembinaan dan 
pengawasan SPM 
Bidang Kesehatan 
kepada Kementerian 
Dalam Negeri 

Dokumen Laporan hasil 
rekomendasi  pengawasan 
SPM Bidang Kesehatan 
Kementerian Dalam Negeri  
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Sasaran 3 

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 

 

Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

Persentase Provinsi 
dengan angaran 
Kesehatan daerah 
dalam APBD yang 
sesuai dengan 
prioritas nasionaI 
bidang kesehatan 
 

1. Provinsi mengalokasikan anggaran APBD 
(Murni-DAK) untuk mendukung Program 
Prioritas Nasional pada masing-masing 
Kegiatan Prioritas yang ditetapkan setiap 
tahunnya dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD 
Provinsi 
 

2. Kab/Kota dalam wilayah Provinsi yang 
mengalokasikan anggaran APBD (Murni-
DAK) untuk mendukung Program Prioritas 
Nasional pada masing-masing Kegiatan 
Prioritas yang ditetapkan setiap tahunnya 
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) dan APBD Kab/Kota 

 
 

1. Jumlah Provinsi yang 
mengalokasikan 
anggaran APBD 
(Murni-DAK) untuk 
mendukung progran 
nasional 20% dari 
jumlah jenis kegiatan 
prioritas dibagi 34 
Provinsi dikali 100% 
 

2. Jumlah Kab/Kota 
dalam wilayah 
Provinsi yang 
mengalokasikan 
anggaran APBD 
(Murni-DAK) untuk 
mendukung program 
nasional 20% dari 
jumlah jenis kegiatan 

20 40 60 80 100 
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Indikator 
 

Definisi Operasional Cara Perhitungan Target 
 

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

prioritas dibagi 34 
Provinsi dikali 100% 

 

 

 

Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3 : 

 

No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara 
Pengumpulan 

Data 

Penanggung 
Jawab 

1 Pembahasan/Desk usulan 
kegiatan program prioritas 
yang akan dimintakan 
dukungan ke daerah 
dengan unit utama. 

Daftar Usulan Progran 
Kegiatan Program 
Prioritas Nasional  
 

Dokumen Laporan hasil 
desk dan Daftar Usulan 
Progran Kegiatan Program 
Prioritas Nasional  
 

Sistim Informasi 
Pemerintah 
Daerah (SIPD) 

 

 

2 Mengikuti dan berperan aktif 
dalam  
dalam Rakortekrenbang 
Kemendagri setiap awal 
tahun   
 

Daftar keselarasan 
program kegiatan APBD  
Provinsi dan Kab/Kota  
dengan Program Prioritas 
Nasional dalam RKP  
 

Dokumen Laporan rakor 
dan Daftar keselarasan 
program kegiatan APBD  
Provinsi dan Kab/Kota  
dengan Program Prioritas 
Nasional dalam RKP  
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No Kegiatan Out Put Data Dukung Cara 
Pengumpulan 

Data 

Penanggung 
Jawab 

3 Evaluasi dan umpan balik 
keselarasan program ABPD 
dengan Program Prioritas 
Nasional  
 

Hasil evaluasi Program 
ABPD yang selaras dan 
tidak selaras dengan 
Program Prioritas Nasional  
 

Dokumen Laporan evaluasi 
Program ABPD yang 
selaras dan tidak selaras 
dengan Program Prioritas 
Nasional  
 

  

4 Pembinaan/pendampingan 
penguatan Provinsi dalam 
penyusunan perencanaan 
anggaran kesehatan daerah  
 

Provinsi mendapatkan 
Pembinaan/pendampingan 
penguatan Provinsi dalam 
penyusunan perencanaan 
anggaran kesehatan 
daerah  
 

Dokumen Laporan 
Pembinaan/ pendampingan 
penguatan Provinsi dalam 
penyusunan perencanaan 
anggaran kesehatan 
daerah  
 

  

5 Mengikuti pelaksanaan 
Evaluasi Rancangan APBD 
Provinsi di Kementerian 
Dalam Negeri 
 

Masuknya Program 
Prioritas  RKP 
Kementerian Kesehatan 
dalam  Permendagri 
Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 
(RKPD). 
 

Dokumen Laporan 
Evaluasi Rancangan APBD 
Provinsi dan Permendagri 
Pedoman Penyusunan 
APBD setiap tahunnya 
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B. Kebijakan 

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran 

Tahun 2020-2024 dirumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program yang 

diwujudkan dalam bentuk konsistensi dalam proses tahap perencanaan 

dengan proses tahap penganggaran dan proses pelaksanaan kegiatan 

realisasi anggaran. Kesemuanya dalam kerangka untuk pencapaian 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator 

Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang 

ditargetkan di dalam RENJA dan RENSTRA, secara efisiens dan efektif 

yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi 

kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui 

intervensi program. 

2. Peningkatan sinergisme dengan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai 

perangkat Gubernur Wakil Pemerintah Pusat.  Agar mendukung Program 

Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan penerapan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang  terencanakan dalam 

perencanaan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (RPJMD, RKPD dan 

APBD).  

3. Penguatan Dinas Kesehatan Provinsi dalam bentuk pendampingan agar 

ada peningkatan kapasitas dalam melaksanakan advokasi agenda-

agenda pembangunan kesehatan yakni ; Program Prioritas Nasional, 

Kegiatan Prioritas dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

4. Dalam pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota mendorong Pembentukan 

Sekretariat Bersama pelaksanaan SPM tingkat Kementerian 

Kesehatan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan 

pengawasan dalam rangka Penguatan dalam penyelenggaraan SPM 

Bidang Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, dengan tolok ukur adanya : 



RAK BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 2020-2024 50 

 

a. Rencana pemenuhan pelayanan dasar yang terintegrasi dalam 

dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kab/Kota dan pembiayaan APBD. 

b. Perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dalam 

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar menetapkan target 

pencapaian program dan kegiatan. 

c. Melaporkan penerapan standar pelayanan minimal 

Provinsi/Kab/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir, berupa hasil, kendala dan ketersediaan 

anggaran) 

5. Pembinaan   perencanaan  dan  penganggaran  program pembangunan   

kesehatan  pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. 

Agar makin terbangun dan terpeliharanya konsistensi dalam proses 

tahap perencanaan dengan proses tahap penganggaran dan proses 

pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran dalam pencapaian Indikator 

Kinerja.  

6. Peningkatan   kualitas dan kapasitas aparatur pelaksana kegiatan 

perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Kesehatan. 

7. Peningkatan monitoring dan evaluasi  perencanaan dan penganggaran 

program pembangunan kesehatan. 

8. Peningkatan   pelayanan administrasi umum, pengendalian tata kelola,   

penerapan    SAKIP     (Sistem     Akuntabilitas    Kinerja     lnstansi 

Pemerintah)   dan pengendalian intern dalam    rangka   optimalitas 

layanan perencanaan    dan    penganggaran    program pembangunan 

kesehatan. 

 

 

C. Kerangka Kelembagaan 

 

Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran 

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 

tentang Organisasi Kementerian Negara, mengatur bahwa Kementerian 
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Kesehatan adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang 

ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Susunan organisasinya terdiri atas unsur pemimpin, unsur pembantu 

pemimpin, unsur pelaksana, unsur pengawas dan unsur pendukung. Biro 

Perencanaan dan Anggaran berada dibawah Sekretariat Jenderal yang 

termasuk dalam unsur pembantu pemimpin, yang menyelenggarakan fungsi 

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. 

 

Dengan mencermati mandat yang berasal dari Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tersebut diatas, Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Peta Proses Bisnis Kementerian 

Kesehatan, maka Proses Bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran dirumuskan 

dalam bagan sebagai berikut : 
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Peta proses bisnis Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri dari siklus input, 

proses dan input : 

 

Imput terdiri dari komponen : 

1. Legistatif yang direpresentasikan pada kelembagaan DPR sebagai pemilik 

hak penganggaran dan pengawasan, memberikan masukan berupa 

program tematik dan anggaran dari pelaksanaan hak melekat DPR jaring 

aspirasi masyarakat,  masukan layanan dan pembahasan rapat dengar 

pendapat (RDP). 

2. Unit utama/Satker Kantor Pusat dan Daerah memberikan masukan berupa  

kebijakan usulan program dan anggaran dari penyelenggaraan proses 

bisnis Kementerian kesehatan meliputi : 

a. Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, Dan Dukungan Umum 

Tugas Kemenkes 

b. Penyelenggaraan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Unit 

Organisasi 

c. Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

d. Pengelolaan Kefarmasian 

e. Pengelolaan Alat Kesehatan 

f. Pengelolaan Fasilitas Kesehatan 

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 

h. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit 

i. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat 

j. Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Kesehatan 

k. Pembiayaan Kesehatan 

l. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 

 

3. Stakeholder terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Kemasyarakat dan swasta memberikan masukan berupa 

masukan layanan perencanaan dan anggaran. 
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Proses terdiri dari komponen : 

Dalam  mendukung   pembangunan     kesehatan  yang    lebih    optimal.     

maka dipandang   sangat  perlu  membangun   kerja sama dengan  berbagai   

pihak dari komponen input,  agar   semua  proses   program  yang dijalankan  

dapat  terlaksana dengan . Apabila  telah  diterima  informasi  dari  sebuah   

proses  input  tersebut, maka akan dilakukan sebuah kajian-kajian     

sehingga  nantinya    dapat  menentukan  sebuah Kebijakan, dimana  dalam     

proses   kajian    tersebut   memerlukan     tahapan  dan cukup   memerlukan 

waktu. Oleh sebab itu  diperlukan   komitmen   dan  konsistensi agar dapat 

diwujudkan sebuah  kebijakan  yang terbaik. 

 

Komponen proses merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa hubungan 

tatakerja timbal balik intensif (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi) 

di antara komponen Administrasi Umum, kesatuan komponen perencanaan, 

penganggaran dan monitoring evaluasi, serta pengendalian tata kelola 

organisasi, manajemen risiko dan intern. 

 

Komponen Administrasi umum melakukan penyelenggaraan proses bisnis 

fungsi koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, 

pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, 

ketatalaksanaan, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan Biro. 

 

Komponen perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi 

melakukan penyelenggaraan proses bisnis fungsi penyiapan koordinasi 

dan penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran Kementerian 

Kesehatan.  

 

Pengendalian Tata Kelola organisasi sebagai kombinasi proses dan 

struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, 

mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi Biro menuju 

pencapaian tujuan. Manajemen risiko sebagai proses yang proaktif dan 
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kontinyu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi 

komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko, dengan berbagai strategi 

yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Pengendalian 

intern sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh jajaran Biro dalam rangka untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan hubungan tatakerja timbal balik 

intensif (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi)  telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

 

Ouput : Hasil dari produk  layanan perencanaan, penganggaran dan 

monitoring evaluasi dari suatu rangkaian kegiatan berupa hubungan tatakerja 

timbal balik intensif pada proses yang diberikan kepada komponen DPR, Unit 

Utama dan Stakeholder. 

 

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Biro Perencanaan dan Anggaran memberikan dukungan manajemen 

berupa pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Program 

Pembangunan Kesehatan, untuk  mencapai sasaran meningkatnya kualitas 

perencanaan dan penganggaran program. Desain kerangka kelembagaan  

Biro Perencanaan dan Anggaran  diarahkan yang lebih proporsional, efektif, 

efisien dan mengembangkan inovasi WFH dan open space ruang kerja, 

guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. 

 

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan, 

merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan rencana 

program, kegiatan, dan anggaran serta pengelolaan sistem akuntabilitas 

kinerja, program transfer daerah, dan standar pelayanan minimal serta 

urusan ketatausahaan Biro. Dengan menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program transfer 

daerah, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; 



RAK BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 2020-2024 56 

 

b. Penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, 

kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Kesehatan;  

c. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja Kementerian; 

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, 

program, dan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja di lingkungan 

Kementerian Kesehatan; 

e. Koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato 

Presiden; dan 

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. 

 

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:  

a. Administrasi umum. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 

Administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan 

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang 

milik/kekayaan negara, urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Biro. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan  

penyelenggaraan fungsi Biro sebagaimana tersebut diatas, yang  

dikelompokan dalam pengelompokan fungsi berdasarkan prinsip 

pengelompokan fungsi yang sejenis, pembagian habis tugas dan 

kompleksitas rentang kendali, sebagai berikut : 

1) Penyelenggara Fungsi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring 

Evaluasi APBN I. 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan 

dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan 

Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit.  Dalam  melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program. 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

 

2) Penyelenggara Fungsi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring 

Evaluasi APBN II. 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan 

dan belanja negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat 

Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan. Dalam  melaksanakan  tugas  

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program. 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

 

3) Penyelenggara Fungsi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring 

Evaluasi APBN III. 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan 

dan belanja negara di lingkungan Direktorat  Jenderal  Kesehatan  

Masyarakat,  Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam  

melaksanakan  tugas  menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program. 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
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4) Penyelengara Fungsi Program Transfer Daerah dan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran Transfer 

Daerah  (DAK, DBH, DID, OTSUS, Afirmasi, DTPK dll) dan Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam  melaksanakan  tugas  

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program. 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

 

5) Penyelengara Fungsi Perencanaan Strategis, Pengelolaan 

Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Intern dan Administrasi Umum. 

Mempunyai  tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi  

perencanaan strategis,  pengelolaan  Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah,  pengendalian tata kelola organisasi, 

pengendalian intern dan Adminsitrasi Umum. Dalam  melaksanakan  

tugas  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan 

program. 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran. 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

 

Hubungan Tata Kerja  

Biro Perencanaan dan Anggaran dalam rangka optimalitas pelaksanaan tugas 

layanan perencanaan dan penganggaran perlu mengembangkan hubungan 

tata kerja, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, yang tidak saja terbangun 

dengan komponen input (Legislatif, Unit Utama dan Stakeholder) tetapi juga 

dalam jajaran internal Biro Perencanaan dan Penganggaran. 
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Pada jajaran internal perlu pengembangan dan peningkatan 

kapabilitas/keahlian SDM, membangun budaya bersih melayani dan bebas 

korupsi serta berbagi outcome, mengembangkan kebijakan selalu adaptif 

terhadap perubahan internal eksternal, terintegratif antar unit, berbasis kinerja 

secara vertikal dan horizontal, hubungan kolaborasi multistakeholder, dan 

anggaran terintegrasi. 
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D. Kerangka Regulasi 

 

No Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan penelitian 

Unit 

Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

1 R. Permenkes tentang 

Petunjuk Tenis 

Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik 

Bidang Kesehatan 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005  tentang 

Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 

2017  tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Dana Transfer Daerah dan Desa 

Kemendagri 

Kemenkeu 

2020-2024 

2 R. Permenkes tentang 

Petunjuk Operasional 

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Kemendagri 

Kemenkeu 

2020-2024 
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No Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan penelitian 

Unit 

Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

Penggunaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik 

Bidang Kesehatan  

Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005  tentang 

Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 

2017  tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Dana Transfer Daerah dan Desa 

3 R. Permenkes tentang  

Pedoman Penggunaan 

Dana Dekonsentrasi 

Kementerian Kesehatan  

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 

Kemendagri 

Kemenkeu 

2020-2024 
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No Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan penelitian 

Unit 

Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

tentang Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005  tentang 

Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 

2017  tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 

tentang Dana Transfer Daerah dan Desa 

4 R. Permenkes tentang 

Pedoman Penggunaan 

Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBH 

HCT) 

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, 

penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, 

dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa, perlu mengatur penggunaan DBH HCT 

Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah merujuk 

pada  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat, UU Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun 

Kemendagri 

Kemenkeu 

2022 



RAK BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 2020-2024 63 

 

No Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan penelitian 

Unit 

Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkeu No 

50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer 

Daerah dan Desa 

5 R. Permenkes Revisi 

Nomor 48 Tahun 2017 

tentang Pedoman 

Perencanaan dan 

Penganggaran Bidang 

Kesehatan 

Prioritas program kesehatan RPJMN dan Renstra 

Kemenkes kinerja indikatornya sangat tergantung pada 

kinerja daerah dalam melaksanakan program kesehatan. 

Keterbatasan rentang kendali dan sumberdaya 

Kemenkes untuk melaksanakan pembinaan teknis 

bidang kesehatan kepada seluruh wilayah Indonesia. 

Perlu penguatan Dinas Kesehatan Provinsi perangkat 

Gubernur wakil pemerintah pusat (wakil Kemenkes) 

dalam bimwasdal program kesehatan kab/kota dalam 

wilayah provinsi. Sehingga perlu melakukan revisi 

Permenkes 48 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan, 

dengan mengintegrasikan fungsi perencanaan, 

Kemendagri 

Bappenas 

2022 
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No Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi 

Eksisting, Kajian dan penelitian 

Unit 

Terkait/Institusi 

Target 

Penyelesaian 

penganggaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran 

dalam satu regulasi guna optimalitas tata kelola 

pembangunan kesehatan 2020-2024. Merujuk UU 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 33 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP.  
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E. Kerangka Pendanaan 

 
Matrik Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen 

kegiatan Perencanaan dan Penganggaran 
Program Pembangunan Kesehatan 

Renstra Kemenkes 2020-2024 
 

No Program/Kegiatan Sasaran Indikator 
 

Cara 
Perhitungan 

Alokasi (Rp. Milyar) 
 

Total 
Alokasi 

2020-2024 
(Rp.Milyar)  

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

1 PROGRAM 
DUKUNGAN 
MANAJEMEN 
PADA 
SEKRETARIAT 
JENDERAL 

Meningkatnya 
koordinasi 
pelaksanaan 
tugas, 
pembinaan 
dan 
pemberian 
dukungan 
manajemen 
Kementerian 
Kesehatan 

  135.419 125.994 129.774 131.720 133.696  

4 Kegiatan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Program 
Pembangunan 
Kesehatan 

Meningkatnya 
kualitas 
perencanaan 
dan 
penganggaran 
program 

1 Nilai kinerja 
penganggaran 
Kementerian 
Kesehatan 

       

2 Persentase 
Provinsi yang 
mendapatkan 
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No Program/Kegiatan Sasaran Indikator 
 

Cara 
Perhitungan 

Alokasi (Rp. Milyar) 
 

Total 
Alokasi 

2020-2024 
(Rp.Milyar)  

2020 
 

2021 2022 2023 2024 

penguatan dalam 
penyelenggaraan 
SPM Bidang 
Kesehatan Prov 
dan Kab/Kota  

3 Persentase 
Provinsi dengan 
angaran 
Kesehatan 
daerah dalam 
APBD yang 
sesuai dengan 
prioritas nasionaI 
bidang 
kesehatan 
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BAB V 

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

 

Rencana Aksi Keqiatan (RAK)  ini disusun sebagai  panduan dan  acuan   

bagi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam memberikan dukungan 

dukungan layanan Perencanaan dan Penganggaran Program 

Pembangunan Kesehatan, dengan sasaran meningkatnya kualitas 

perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan. 

Menjadi salah satu tugas Biro Perencanaan dan Anggaran melaksanakan 

layanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, 

program dan kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 

kesehatan sesuai dengan rencana, dengan memperhatikan rekomendasi 

hasil pemantauan dan evaluasi. 

 

A. Pemantauan 
 

Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

rencana program/kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi 

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 

tindakan sedini mungkin.  

Biro Perencanaan   dan  Anggaran   melakukan pemantauan   terhadap 

program perencanaan dan  penyerapan anggaran yang sesuai dengan   

rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan   baik   terhadap   

kualitas   program  maupun   pemanfaatan dana yang telah  dianggarkan.   

Untuk  mempermudah   melakukan monitoring  tersebut diharuskan   

membuat  laporan  (progress  report)   dari  masinq-rnasmq    program yang 

telah  dilakukan   ataupun  program   yang  berjalan.  Instrumen pemantauan 

mempergunakan sistem   yang  ada  di Kementerian  dan dikelola    oleh  

Biro Perencanaan   dan Anggaran  (e-renggar),  Direktorat  Jenderal   

Anggaran Kementerian   Keuangan  (E-monev  DJA) dan E-Monev 

Bappenas. 
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B. Evaluasi 
 
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 

(input), keluaran (output), dam hasil (outcome) terhadap rencana dan 

standar. Tujuan evaluasi untuk mengetahyui hasil capaian kinerja 

pembangunan, identifikasi permasalahan dan tindak lanjjut yang 

direkomendasikan sebagai bahan perumusan dan perbaikan 

kebijakan/program/kegiatan, serta membantu penentuan penyusunan 

sasaran dan target kinerja pembangunan secara tepat. 

Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan evaluasi terhadap 

Pelaksanaan Renja, RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari 

suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam Renstra dan RPJMN. Evaluasi terhadap pelaksanaan 

Renstra dan RPJMN untuk menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak 

dan keberlanjutan dari suatu program. 

 

C. Pengendalian 
 
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan 

untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana 

dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. 

 

Pengendalian juga merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk 

menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, dilakukan 

dengan penilaian melalui ; 1) Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan program/kegiata, 2) Koreksi atas penyimpangan yang terjadi 

dalam pelaksanaan program/kegiatan, 3) Klarifikasi atas ketidakjelasan 

pelaksanaan program/kegiatan dan 4) Konfirmasi atas pelaksanaan 

program/kegiatan. Selanjutnya dari penilaian tersebut dapat ditempuh tindakan 

korektif apabila terdapat kendalam dalam program/kegiatan, berupa tindakan 
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konstruktif dan tindakan preventif.  Tindakan konstruktif dengan pemfokusan 

kembali, peninjauan ulang dan penataan kembali terhadap suatu 

program/kegiatan. Tindakan preventif dengan penghentian 

sementara/penghentian tetap apabila diperlukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Demikian RAK Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024, yang 

disusun berpedoman pada arahan Arahan RPJP Nasional 2005-2025, 

RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-

2024.  Sebagai dokumen yang memberikan arah peta jalan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan program dan 

kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2020-2024. Dimana  Biro 

Perencanaan dan Anggaran sebagai salah satu unit organisasi eselon II 

dibawah Sekretariat Jenderal, bertanggung jawab melaksanakan dan 

pencapaian kinerja kegiatan dari program Sekretariat Jenderal  dan/atau 

kebijakan Kementerian Kesehatan. 

Semoga jajaran Biro Perencanaan dan Anggaran dapat melaksanakan 

Program/Kegiatan yang direncanakan dalam rangka memberikan layanan 

perencanaan dan penganggaran program Kementerian Kesehatan, secara 

optimal dan tepat sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 



VISI PRESIDEN

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

MISI PRESIDEN 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi

2. Penurunan angka stunting pada balita

3. Perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

4. Peningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melelui pendekatan siklus hidup

TUJUAN STRATEGIS 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

RENSTRA 2020-2024 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakitr dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Peningkatan sumberdaya kesehatan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

1. Meningkatnya kesehatan Ibu, anak dan Gizi Masyarakat

SASARAN STRATEGIS 2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes  dasar dan rujukan

RENSTRA 2020-2024 3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan

5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar

6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

MANDAT PRESIDEN KE 

KESEHATAN

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong


